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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya frend sekarang saja,
tetapi sudah dimulai setelah proklamasi kemerdekaan. Kalau pada saat itu sudah
ada usaha pemberantasan dari pemerintah itu berarti pada saat itu
perbuatan/tindak pidana korupsi sudah merajalela. Pada masa itu bahkan setelah
proklamasi kemerdekaan diikuti masa mengisi kemerdekaan, pada waktu itu
mulai tampak dan bahkan terus berlanjut adanya penyelewengan-penyelewengan
yang merugikan kekayaan dan perekonomian negara.! Maka sejak saat itulah
mulai terkenal istilah korupsi dilingkungan masyarakat. Hal ini terbukti dengan
adanya Peraturan Penguasa Militer tanggal 9 April 1957 No.Prt/PM/06/1957,
tanggal 27 Mei 1957 No.Prt/PM/03/1957 dan tanggal 1 Juli 1957 No.
Prt/MP/011/1957. Peraturan-peraturan Penguasa Militer inilah yang merupakan
peraturan pertama untuk memberantas korupsi.

Peraturan Penguasa Militer ini tidak berlaku lama karena dibatasi oleh
Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 sampai dengan tanggal 17 April 19582

Hal ini terdapat dalam konsideran dari Peraturan Pemberantasan Korupsi yaitu

1
Soewarsono, Berbagai Ketentuan Tindak Pidana Korupsi dan U, P
Pusat Diklat Kejaksaan R, Jakarta, 2005, him. | g b

2 Ibid, hlm. 2



Peraturan Penguasa Perang Pusat No.Prt/Peperpw/013/1958 tanggal 16 April
1958. Sedangkan untuk wilayah kekuasaan Angkatan Laut diberlakukan
peraturan Pemberantasan Korupsi yang ditatapkan oleh Staf Angkatan Laut
No.Prt/2.1/17 tanggal 17 April 1958. Tetapi karena pada waktu itu situasi dan
kondisinya masih dikatakan dalam keadaan memaksa maka Peraturan Penguasa
Perang tersebut diganti dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
(PEPERPU), yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24
Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana
Korupsi yang kemudian diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1960 menjadi Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 pada tanggal 9 Juni
1960.

Pemberantasan korupsi dengan mempergunakan Undang-Undang
Nomor 24 Prp 1960 belum berhasil.> Maka Undang-Undang Nomor 24 Prp 1960
diadakan penyempurnaan sehingga Undang-Undang Nomor 24 Prp 1960 dicabut
dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tanggal 29 Maret 1971. Namun tindak
pidana kurupsi tak kunjung mereda bahkan dengan peningkatan ilmu
pengetahuan dan teknologi (IPTEK), modus operandi penyimpangan keuangan

negara semakin canggih dan rumit sehingga diberlakukan Undang-Undang

3
Leden Marpaung, Tindak Pid i .
Jakarta, 2001, him. 4rp g idana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahannya, Djambatan,



Nomor 31 Tahun 1999.* Kemudian pada Tahun 2001 kembali dikeluarkan
Undang-undang korupsi yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diharapkan mampu memenuhi dan
mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka
mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap tindak pidana korupsi
yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada
khususnya serta masyarakat pada umumnya.

Korupsi di Indonesia dikenal dengan istilah KKN singkatan dari
korupsi, kolusi dan nepotisme. Berdasakan laporan tahunan dari lembaga
internasional ternama, Political and Economic Risk Consultancy (PERC) yang
bermarkas di Hongkong, Indonesia adalah negara yang terkorup nomor tiga di
dunia dalam hasil surveinya tahun 2001 bersama dengan Uganda. Indonesia juga
terkorup nomor 4 pada tahun 2002 bersama dengan Kenya. Sedangkan Pada
tahun 2005 PERC mengemukakan bahwa Indonesia masih menjadi negara
terkorup di dunia. Transparansi Internasional menempatkan Indonesia sebagai
negara sepuluh besar yang terkorup didunia dalam hasil surveynya.5

Korupsi telah merusak kehidupan bangsa Indonesia tidak hanya dalam
birokrasi tatapi sampai pada perilaku kehidupan sehari-hari. Korupsi sudah

menjadi wabah penyakit yang menular di setiap aparat negara dari tingkat yang

* Ibid

* www.transparancy org, Peranan Komisi Pemberantas Korupsi j
.org, si dalam M j
di Indonesia, diakses tanggal 18 Agustus 2008 g ST
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paling rendah hingga tingkatan yang paling tinggi. Berdasarkan laporan
Kejaksaan Agung, dalam 1.198 kasus korupsi yang diperiksa dalam kurun waktu
2002 sampai April 2004 kerugian negara yang timbul akibat korupsi begitu besar
yaitu sekitar Rp. 22 Triliun (US $ 2.35 milyar). Dari 584 kasus korupsi di
Indonesia yang diperkirakan pada tahun 2003 hanya Rp. 1,2 milyar yang dapat
dikembalikan kepada negara.’ Hal ini membuktikan betapa parahnya tingkat
korupsi di Indonesia.

Rumusan tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 terdapat pada Pasal 2 dan 3, yaitu:

Pasal 2 ayat (1) merumuskan unsur-unsurnya sebagai berikut:
- Setiap orang
- Yang secara melawan hukum
- Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu

korporasi

- Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, merumuskan unsur-
unsur sebagai berikut:
- Setiap orang
- Yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu

korporasi

6 . .
www.hukumonline.com, Peradilan Korupsi, K

epribadian B
Indonesia, diakses tanggal 27 september 2007 privadian Sangsa, dan Masa Depan
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- Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya
karena jabatan atau kedudukan
- Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Rumusan unsur melawan hukum dalam undang-undang ini dalam
pengertian yang formil dan materil. Tetapi tindak pidana korupsi yang
dirumuskan dalam undang-undang ini sebagai tindak pidana formil. Perumusan
secara formil ini untuk memudahkan pembuktiannya, yaitu apabila sudah
terpenuhi unsur-unsur sesuai bunyinya itu sudah cukup, tidak perlu dibuktikan
akibat dari perbuatannya."

Selain ancaman pidana pokok penjara dan denda dengan minimal
khusus dan maksimal, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juga mengatur
mengenai pidana tambahan. Hal ini seperti yang diatur dalam Pasal 17 jo Pasal
18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa selain dapat
dijatuhi pidana pokok terdakwa dalam perkara korupsi dapat dijatuhi pidana
tambahan, satu diantara bentuknya adalah pembayaran uang pengganti.8 Dengan
rumusan yang secara formil yang dianut oleh undang-undang ini, maka meskipun
hasil korupsinya telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi

tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana. Hal ini bertujuan untuk

memberikan efek jera kepada pelaku.

7 Soewarsono, Op cit, hlm. 30

s - .
Guse Prayudi, Pidana Pembayaran Uang Pengganti, Majalah i i
Tahun ke XXII No0.259, Juni 2007, hlm. 49 saanth M Hukum Varia Peradilas



Bagi pelaku tindak pidana korupsi yang memperoleh pidana tambahan
berupa membayar uang penggganti kerugian negara, apabila ia tidak dapat
membayar maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk
menutupi uang pengganti tersebut.

Adapun yang dimaksud dengan uang pengganti yaitu9 hukuman yang
dijatuhkan oleh Pengadilan kepada terpidana berupa pembayaran sejumlah uang
yang disesuaikan dengan kerugian negara yang timbul karena perbuatan pidana
korupsi.

Dalam rangka upaya peningkatan pengembalian uang pengganti atas
perkara yang diputus berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jaksa sesuai dengan wilayah
hukumnya mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penanganan dan
penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dengan mengetengahkan konsep
“upaya pengembalian kerugian keuangan negara” yaitu dengan cara melakukan
sita eksekusi terhadap harta benda terpidana untuk menutupi uang pengganti
dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999. Konsep tersebut diharapkan mampu

mengembalikan kerugian keuangan negara.

9
Surat Edaran Bersama Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepal " .
i pala Badan Ad tr
Kepegawaian Negara tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Jaksa, Jakarta, 1990, him. 17 st



Selain itu Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga
mengatur 6 (enam) hal dalam kaitan dengan pengembalian kerugian keuangan
negara, terdiri dari 5 (lima) meliputi gugatén perdata dan 1 (satu) melalui pidana
tambahan, yaitu'o :

1. Gugatan perdata pengembalian kerugian keuangan negara yang nyata
disebabkan setelah dilakukan penyidikan ditemukan unsur tidak cukup bukti,
seperti diatur dalam Pasal 32 ayat (1) UU PTPK;

2. Gugatan perdata disebabkan karena adanya putusan bebas sedangkan secara
nyata ada kerugian keuangan negara, seperti diatur dalam Pasal 32 ayat (2)
UU PTPK;

3. Gugatan perdata dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan
penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara,
seperti diatur dalam Pasal 33 UU PTPK;

4. Gugatan perdata dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan
pemeriksaan sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian
keuangan negara, seperti diatur dalam Pasal 34 UU PTPK;

5. Gugatan perdata terhadap tindak pidana korupsi yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap, tetapi masih terdapat harta benda yang diduga berasal
dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara,

seperti diatur dalam Pasal 38 huruf ¢ UU PTPK;

10
www.gagasanhukum.wodpress.com, Prinsip Pengembalian Aset K i i
diakses tangal 1 September 2008 g ¢ = SO (Sdsian o
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6. Pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya
sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak
pidana korupsi, seperti diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pengaturan gugatan perdata dalam tindak pidana korupsi menandai
bahwa norma-norma hukum pidana saja tidak cukup memadai untuk
pengembalian kerugian keuangan negara, setidak-tidaknya dalam keadaan-
keadaan tertentu. Apabila Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan pidana, maka
diaturnya upaya gugatan perdata dalam undang-undang tersebut menunjukkan
pula bahwa suatu peraturan perundang-undangan dapat sekaligus mengandung
aspek hukum pidana maupun perdata, bahkan juga hukum administrasi."

Dalam prakteknya, tidak semua terpidana korupsi di Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi memiliki kekayaan atau sanggup membayar kewajiban
uang pengganti. Fakta yang dapat dilihat yaitu pelaku hanya mengembalikan
uang dalam jumlah yang jauh dari kerugian yang telah ia lakukan.

Proses pengembalian kerugian keuangan negara yang di satu sisi
menjadi bagian dari pemeriksaan perkara pidananya (dalam hal pidana
tambahan) dan di sisi lain terpisah dari pemeriksaan perkara pidananya tentu
potensial memunculkan problem tersendiri. Problem tersebut di samping terkait

dengan persoalan prosedural juga persoalan substansial gugatan, yang pada

" www.gagasanhukum.wodpress.com, ibid
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akhirnya berujung pada soal berhasil tidaknya upaya hukum tersebut.
Ketidakberhasilan gugatan bukan saja menyangkut persoalan kegagalan upaya
pengembalian kerugian negara, namun juga terjadinya inefisiensi proses
peradilan perkara korupsi. Maka dalam hal ini diperlukan kecermatan jaksa
penuntut umum dalam melakukan pembuktian ditahap penyidikan agar pelaku
tindak pidana korupsi dapat dipidana sesuai dengan perbuatannya dan kerugian
negara yang diakibatkan oleh perbuatannya dapat kembali semua dalam waktu
yang tidak terlalu lama.

Oleh sebab itulah kelengkapan hasil penyidikan sangat menentukan
keberhasilan penuntutan. Maka penuntut umum harus benar-benar teliti dan jeli
dalam meneliti dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan. Apabila
penuntut umum kurang cermat dalam mempelajari dan meneliti berkas perkara,
maka kekuranglengkapan hasil penyidikan yang lolos dari penelitian akan
merupakan kelemahan yang merupakan “cacat” yang akan terbawa ketahap
penuntutan. Dengan sendirinya hal itu merupakan kelemahan pula dalam
melakukan penuntutan perkara yang bersangkutan.

Atas dasar pertimbangan dan perhatian kepada maraknya kasus korupsi
yang terjadi, penulis memilih “UPAYA HUKUM JAKSA PENUNTUT
UMUM TERHADAP UANG PENGGANTI PADA TINDAK PIDANA
KORUPSI UNTUK MENGEMBALIKAN UANG NEGARA”

sebagai judul

skripsi.
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B. Permasalahan
Bagaimanakah upaya hukum jaksa penuntut umum terhadap pelaksanaan pidana
uang pengganti terhadap terpidana korupsi dalam rangka pengembalian uang

negara?

C. Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan ini adalah:
Untuk memberikan gambaran tentang upaya hukum yang dapat dilakukan oleh
jaksa penuntut umum terhadap uang pengganti dalam rangka pengembalian uang

negara.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoretis
Penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi bagi
pengembangan hukum pidana khususnya mengenai upaya hukum jaksa
penuntut umum terhadap pelaksanaan pidana uang pengganti terhadap
terpidana korupsi dalam rangka pengembalian uang negara.

2. Praktis
Dari penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dalam rangka
pengembangan ilmu hukum juga sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat
penegak hukum khususnya pihak Kejaksaan dalam rangka penegakan dan

penerapan hukum mengenai pelaksanaan pidana uang pengganti terhadap
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terpidana korupsi dalam rangka pengembalian uang negara demi tercapainya
tujuan hukum, yaitu ketertiban dan keadilan serta bermanfaat pula sebagai
sumbangan dalam memperluas kepustakaan tentang kajian hukum pidana dan

sistem peradilan pidana.

E. Metode Penelitian
1. Sifat dan Pendekatan

Tipe penelitian yang dilakukan penulis adalah deskriptif kualitatif,
maksudnya penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara sistematis
mengenai upaya yang dilakukan jaksa penuntut umum terhadap uang
pengganti dalam rangka pengembalian uang negara dengan memaparkan data-
data dan fakta yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis
empiris, yaitu penulis mencoba menelaah proses penanganan perkara pidana
korupsi dengan melakukan observasi dan wawancara langsung dari nara
sumber atau pandangan dari ahli hukum yang mengetahui dan memiliki
pengetahuan tentang penuntutan tindak pidana korupsi dan meneliti terhadap

asas-asas hukum, konsep-konsep dan peraturan-peraturan hukum yang ada

selanjutnya dikonstruksikan dalam kesimpulan.



12

2. Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini jenis data yang dipergunakan adalah kualitatif
dengan data primer sebagai sumber data yaitu data yang diperoleh melalui
observasi dan wawancara langsung dari nara sumber atau pandangan dari ahli
hukum yang mengetahui dan memiliki pengetahuan tentang upaya hukum
jaksa penuntut umum terhadap uang pengganti dalam rangka pengembalian
uang negara dan meneliti terhadap asas-asas hukum, konsep-konsep dan
peraturan-peraturan hukum yang ada selanjutnya dikonstruksikan dalam

kesimpulan.

3. Teknik Pengumpulan Data

1. Data Primer diperoleh melalui penelitian lapangan (Field Research), yaitu
dengan melakukan observasi dan wawancara langsung dari nara sumber
atau pandangan dari ahli hukum yang mengetahui dan memiliki
pengetahuan tentang eksekusi pidana tambahan mengenai uang pengganti
yang dilakukan oleh jaksa dalam rangka pengembalian uang negara.

2. Data Sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (Library Research)
yang dilakukan untuk mendapatkan teori-teori hukum atau doktrin hukum
yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini dapat berupa:

a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan yang mengikat seperti
peraturan perundang-undangan yang dalam penulisan ini terdiri dari

Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum
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Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang
Kejaksaan Republik Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder y.aitu bahan hukum yang memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti: azas-azas hukum,
yurisprudensi, doktrin, hasil-hasil penelitian, literatur, dan karya tulis
ilmiah

c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum penunjang yang memberi
petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan
hukum sekunder terdiri dari kamus hukum, kamus besar Bahasa
Indonesia, majalah, buku-buku, literatur, media cetak dan elektronik,
serta bahan-bahan dari internet sepanjang memuat informasi yang

berkaitan dengan permasalahan skripsi ini.

F. Lokasi Penelitian

Pada Penelitian ini penulis mengambil data yang berlokasi di Kejaksaan
Tinggi Sumatera Selatan, Palembang dan Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang

untuk mendapatkan data yang akurat.
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G. Analisis Data
Analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif yaitu dengan
cara menguraikan dan menggambarkan data dalam bentuk kalimat-kalimat yang
disusun secara sistematis berdasarkan asas-asas hukum atau teori-teori hukum

sehingga dapat memudahkan dalam menarik kesimpulan.
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